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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/
atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran
dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar
moda transportasi. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki pelabuhan
sebanyak 2.439 pelabuhan (dermaga) yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia
diantaranya adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal-kapal yang berlabuh di
pelabuhan Tanjung Priok merupakan sarana untuk memperlancar kegiatan bongkar

muat barang domestic dan ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapal sebagai usaha pelayaran yang mempunyai peranan yang penting dan
karakteristik tersendiri. Demikian pentingnya kapal-kapal ini dalam menghidupkan
dan menggerakkan perekonomian, maka kapal-kapal harus beroperasi dengan
selamat, aman, cepat,tertib, lancar,teratur,nyaman dan efisien dengan biaya-biaya

yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kapal-kapal tersebut harus memenuhi syarat kelaik-lautan, yaitu keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran, pencegahan pencemaran perairan dari
kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta
penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Salah satu
cara agar kapal-kapal yang dimaksud dalam kondisi laik-laut, yaitu dengan
melakukan pengawasan yang terus menerus baik terhadap kapalnya, perusahaan

pelayaran yang mengoperasikan kapalnya maupun terhadap awak kapal.



Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi keselamatan pelayaran,
diantaranya adalah melaksanakan pengawasan kelaiklautan kapal yang bersandar di

Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan PM. Nomor 57 tahun 2021 tentang tata
cara pemeriksaan sertifikasi keselamatan kapal dan peraturan Menteri Perhubungan
PM. Nomor 61 tahun 2019 tentang kelaiklautan kapal serta peraturan Menteri
Perhubungan PM. Nomor 110 tahun 2016 tentang pengawasan, bahwa pengawasan
dilakukan oleh Syahbandar Utama Tanjung Priok terhadap kapal-kapal tersebut
bahwasanya kapal-kapal ini harus dalam kondisi laiaklaut sebelum kapal bertolak
untuk meninggalkan Pelabuhan Tanjung Priok menuju pelabuhan yang akan
disinggahi berikutnya dengan memberikan surat persetujuan berlayar ( SPB ). Surat
persetujuan belayar ini mutlak diperlukan oleh setiap kapal agar dapat

beroperasi/berlayar pada Pelabuhan berikutnya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor Syahbandar utama Tanjung Priok, di
dapatkan bahwa sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) maka pihak
Syahbandar harus memeriksa surat dan dokumen/sertifikat kapal, antara lain : Surat
Ukur, Surat Laut, Pas Tahunan, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Keselamatan
Konstruksi, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan, Sertifikat Keselamatan Radio,
Sertifikat Keselamatan Penumpang, Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat, Sertifikat
Keselamatan Pengawakan, Exemption Certificate, IOPP/SNPP Certificate, ISPP
Certificate, IAPP Certificate, NLS Certificate/IMDG CODE, CLC Bungker, AFS
Certificate, BWM Certificate, HULL Certificate, Machinery Certificate, SMC, DOC,
ISSC Certificate, SSO Certificate, CSR Certificate, INTL.LIFE RAFT Certificate,
Fire Extinglisher Certificate, CO2 Certificate, Derating Certificate, Last Port
Clearance, Crew List/ Buku Sijil, Warta Kapal, Dangerous Good Manifest,
PPKA/PKKA/RPT/DSB.

Dari hasil Pengawasan Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok selama 1 tahun
terhitung dari bulan Januari 2021 sampai Desember 2021, jumlah kapal yang tiba
sebanyak 17.986 kapal. Dari sekian banyak kapal yang di periksa ada 67 Kapal yang



tidak memenuhi Kelaiklautan Kapal atau penolakan penerbitan Surat Persetujuan
belayar ( SPB ). Data kapal yang masuk di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai berikut :
Tabel 1.1
Tabel Rekapitulasi Yang Diperiksa Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok
Dari Bulan Januari Sampai Desember Tahun 2021

NO BULAN JUMLAH KAPAL JUMLAH SPB YANG
TIBA DITOLAK

1 JANUARI 1394 1
) FEBRUARI 1355 1
3 MARET 1545 7
4 APRIL 1537 7
5 MEI 1524 6
6 JUNI 1522 9
7 JULI 1600 2
8 AGUSTUS 1187 4
9 SEPTEMBER 1592 6
10 OKTOBER 1590 5
11 NOVEMBER 1582 10
12 DESEMBER 1558 9
TOTAL 17986 67

Sumber : Kantor Utama Syahbandar Tanjung Priok, 2021

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik mengungkap tentang
pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya agar kapal-kapal yang beroperasi di wilayah
Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok dalam kondisi layak laut sebelum kapal
bertolak dan tiba dengan selamat dipelabuhan tujuan, untuk itu penulis tertarik untuk

mengangkat masalah tersebut sebagai bahan skripsi dengan judul



“ ANALISIS PENGAWASAN KELAIKLAUTAN KAPAL TERHADAP
KESELAMATAN PELAYARAN DI KANTOR SYAHBANDAR UTAMA
TANJUNG PRIOK ”

B. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di susun identifikasi masalah yang
timbul sebagai berikut :
1. Masih adanya kapal yang belum memenuhi persyaratan untuk kelaiklutan
keselamatan pelayaran
2. Kurangnya pengawasan keselamatan berlayar terhadap kapal-kapal di wilayah
Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

C. Batasan Masalah
Oleh karena luasnya permasalahan dan agar masalahnya lebih fokus, maka sebagai
batasan dalam penulisan skripsi ini hanya akan membahas tentang pengaruh
pengawasan kelaiklautan kapal terhadap keselamatan pelayaran di Kantor
Syahbandar Utama Tanjung Priok (Syahbandar dan Marine inspector) dari segi
kualitas, antara lain :
1. Masih adanya kapal yang belum memenuhi persyaratan untuk kelaiklutan
keselamatan pelayaran.
2. Kurangnya pengawasan keselamatan berlayar terhadap kapal-kapal di wilayah

Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di

atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab masih adanya kapal yang belum memenuhi persyaratan untuk
Kelaiklutan Keselamatan Pelayaran?
3. Apa penyebab kurangnya pengawasan keselamatan berlayar terhadap kapal-kapal

di wilayah Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.



E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

1.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyebab kapal yang belum memenuhi persyaratan untuk
Kelaiklutan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk mengetahui penyebab kurangnya pengawasan keselamatan berlayar
terhadap kapal-kapal di wilayah Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.

Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Diharapkan tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan serta
memahami lebih lanjut tentang khususnya masalah Pengawasan Kelaiklautan
Kapal dan Keselamatan Pelayaran. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk
program D4 di Sekolah Tinggi lImu Pelayaran Jakarta.

Bagi STIP Jakarta

Sebagai bahan informasi tambahan yang berkaitan dengan pengawasan
kelaiklautan kapal dan keselamatan pelayaran, sebagai data dokumentasi pada
perpustakaan.

Bagi perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau
input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang
tentang pentingnya Keselamatan Pelayaran terutama pada Kantor Syahbandar
Utama Tanjung Priok.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembaca supaya dapat mengerti

tentang uraian dan analisis permasalahan yang dibahas, sistimatika ini dibagi dalam 5

bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mana keseluruhan

materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.



BAB |

BAB |1

BAB I11

BAB IV

BAB V

: PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah. Perumusan masalah yang meliputi
pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, metode

penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

: LANDASAN TEORI

Menguraikan teori yang berkaitan dengan judul skripsi secara deduktif
dari teori yang berlingkup luas hingga ke teori yang akan digunakan untuk

menganalisis permasalahan.

: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan studi yang digunakan untuk pengumpulan data
yang penulis pilih teknik tersebut dapat berupa studi kepustakaan,

pengamatan, penilaian

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang dibahas adalah masalah-masalah yang diungkapkan
dalam perumusan masalah. Jumlah sub dari bab ini sangat bergantung
pada tujuan penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Berdasarkan
hal tersebut maka dalam sub ini masalah dianalisis dengan teori dan alat
analisis yang telah dipilih dan di tentukan sebelumya, misalnya pengujian

hipotesis, analisis data

: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan
dan saran. Kesimpulan diambil dari bab 1V yaitu analisis dan pembahasan,
sedangkan saran disesuaikan dengan pembahasan dari perumusan masalah

dan hasil pemecahan / solusi pada analisis dan pembahasan.



BAB Il

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang memegang peranan penting
dalam setiap organisasi, baik formal maupun informal, karena diharapkan semua
operasi akan mengikuti rencana yang telah ditetapkan ketika pengawasan
dilakukan. Banyak konsep pengawasan dijelaskan oleh beberapa ahli.

Di antaranya adalah P. Admosudirdjo (2000 :23) menjelaskan bahwa :
“Pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan-kegiatan yang
membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan
dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya”.

Sujamto (2006 : 20) menegaskan bahwa : “Pengawasan adalah segala usaha atau
kegiatan untuk mengetahui dengan cermat dan seksama dan menilai kenyataan
yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa apakah sesuai
dengan yang semestinya atau tidak .

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa : Pengawasan
adalah seluruh upaya atau tindakan pembelajaran dengan penuh perhatian dan
seksama, menilai dan membandingkan kenyataan yang sebenarnya dengan
standar yang telah ditetapkan, dan melakukan perubahan serta mencegah
terulangnya kesalahan.

a. Tujuan Pengawasan
Tujuan dari pengawasan menurut M.R .Irmansyah (2006 : 96) adalah :

1) Untuk mengetahui apakah program itu berjalan sesuai dengan rencana

atau tidak .

2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan

instruksi serta asas-asas yang diinstruksikan.



3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam

bekerja.
4) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan efisien.

5) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan,

kelemahan-kelemahan atau kagagalan untuk menuju kearah perbaikan.
Prinsip-prinsip Pengawasan

Prinsip-prinsip pengawasan menurut M.R. Irmansyah (2006 :102) sebagai
berikut :

1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.

2) Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum

dari pada kepentingan pribadi.

3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-
peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur
yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam

melaksanakan pekerjaan.
4) Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna.
5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.

6) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap
perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan

kebijaksanaan waktu yang akan datang.
Macam-macam Pengawasan

Dilihat dari macamnya, menurut M.R. Irmansayah (2006 : 98), pengawasan

terdiri dari :
1) Pengawasan Intern

Pengawasan ini kalau dalam instansi-instansi atau lembaga-lembaga
biasanya dilakukan oleh kepala bagian/seksi terhadap kolega-kolega yang

ada dibawahnya.



2) Pengawasan Ekstern

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar misalnya kepala urusan
pegawai melakukan pengawasan terhadap pegawai disalah satu seksi pada
lembaga atau instansi itu. Kalau dalam administrasi negara, maka
pengawasan terhadap setiap lembaga negara mengenai uang dan harta milik

negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Tipe-tipe pengawasan dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Pengawasan Pendahuluan(feedward control) merupakan bentuk
pengawasan yang dirancang untuk mengatasi masalah-masalah atau
penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan-tujuan dan
memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu
diselesaikan. Pengawasan ini efektif apabila manajer mapu
mendapatkan informasi akurat dan tepat waktu tentang perubahan-
perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap
tujuan-tujuan yang diinginkan mengingat pengawasan ini bersifat lebih
aktif dan agresif dalam mendeteksi masalah-masalah dan mengambil

tindakan yang diperlukan bahkan sebelum masalah terjadi.

b. Pengawasan Concurrent sering disebut pengawasan “Ya-Tidak”,
“screening control” atau “berhenti-terus” dan dilaksanakan bersamaan
dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control). Dalam pengawasan
ini, aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu
atau syarat tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan
bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang

lebih menjamin ketepatan pelaksanan suatu kegiatan.

c. Pengawasan umpan balik (feedback control) atau disebut past — action
control merupakan bentuk pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari

suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat historis

Proses Pengawasan

Menurut Garry Dessler yang dikutip oleh Sujamto (2001 : 95), proses
pengawasan ada 3 (tiga) langkah pokok, yaitu :

1) Menetapkan beberapa standar.



2) Mengukur/membandingkan kenyataan yang sebenarnya terhadap standar.
3) Identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan korektif.

Sedangkan proses pengawasan menurut Winardi,proses pengawasan ada 4

(empat) langkah, yaitu :

1) Menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan.
2) Meneliti hasil yang dicapai.

3) Membandingkan.

4) Memperbaiki penyimpangan.

Mekanisme Pengawasan

Aspek mekanisme pengawasan, menurut M.R. Irmansyah (2006 : 100), ada

dua macam, yaitu :
1) Laporan.

Laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi dan segi lain dapat
pula dipandang sebagai suatu bahan informasi yang sangat penting bagi
pimpinan. Mengenai laporan yang biasa digunakan adalah berupa
progress yaitu laporan kemajuan yang meliputi keseluruhan
perkembangan dan kemajuan-kemajuan serta hal ikhwal organisasi. Dan
ada juga yang berupa laporan material /fisik yaitu laporan yang
menyangkut salah satu segi/ bidang tertentu seperti laporan keuangan,

peralatan, perlengkapan dan sebagainya.
2) Penilaian

Penilaian adalah pengukuran terhadap hasil yang dapat dicapai dengan
hasil-hasil yang harus dicapai. Untuk dapat melakukan tindakan
pengukuran secara tepat dan berhasil, maka terlebih dahulu harus
ditentukan standarnya. Perlu kita sadari bahwa menentukan standar
adalah merupakan hal yang sulit, sebab banyak macam-macamnya dan
sangat bergantung kepada sasaran yang akan dicapainya. Penilaian itu
adalah merupakan salah satu mekanisme daripada pengawasan, maka
oleh karenanya penilaian itu adalah merupakan tindakan koreksi terhadap

suatu laporan serta merupakan koreksi terhadap implementasi dari pada
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rencana dan seterusnya. Lebih jauh lagi bisa dikatakan bahwa penilaian

adalah tindakan koreksi terhadap administrasi / manajemen.
f. Peranan Pimpinan Dalam Proses Pengawasan

Menurut M.R. Irmansyah (2006 : 103) bahwa pengawasan adalah fungsi
pimpinan yang fundamental (pokok). Pimpinan harus mempunyai alat-alat
pengawasan dalam hal-hal yang diperlukan, tetapi ia harus menggunakan
pertimbangan dalm pengembangan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan dalam
arti mendominasi(menguasai) bahawannya, tetapi dlam arti memberikan
bimbingan dan pengarahan terhadap usaha-usaha dari pada bawahannya

untuk mencapai hasil-hasil yang dimaksudkan.
B. Kelaiklautan Kapal
a. Pengertian Kelaiklautan Kapal

Berdasarkan Undang- Undang No.17 Tahun 2008, tentang Pelayaran, bahwa :
“Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia. Kapal
merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan
dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang
berdaya dukuna dinamis, kenderaan dibawah permukaaan air, serta alat apung

dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2008, tentang Pelayaran, bahwa
kelaiklautan adalah : “Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan
kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat,
pemuatan, kesehatan penumpang dan kesejahteraan awak kapal, status hukum
kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan

manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.”

Perkapalan adalah : “Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material,
kontruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan elektronika kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah

dilakukan pemeriksaan dan pengujian. “

Kapal dalam pengoperasiannya, salah satu persyaratan kelaiklautan kapal harus
diawaki oleh awak kapal yang cukup. Awak kapal itu sendiri adalah orang yang

bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
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melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam

buku sijil.

Nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin
tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pemimpin kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan
umum di atas kapal untuk jenis dan ukuran tertentu serta mempunyai wewenang
dan tanggung jawab tertentu, berbeda dengan yang dimiliki oleh nakhoda.
Sedangkan anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda atau pimpinan

kapal.

Pelayar adalah semua orang yang ada di atas kapal. Sedangkan penumpang
adalah pelayar yang ada di atas kapal selain anak awak kapal dan anak berumur
kurang dari 1 (satu) tahun. Operator kapal adalah orang atau badan hukum yang

mengoperasikan kapal.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kelaiklautan kapal

Menurut Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan, terdapat

faktor yang dapat mempengaruhi kelaiklautan kapal antara lain :
1) Keselamatan kapal

Keselamatan kapal yaitu “keadaaan kapal yang memenuhi persyaratan
material, konstruksi, bangunan permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata
susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal yang

dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
2) Pengawakan kapal

Pengawakan kapal adalah salah satu unsur faktor kelaiklauatan kapal. Oleh
karena itu memerlukan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus baik
dari segi perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, segi disiplin maupun

penempatannya/ formasi susunana perwiranya di atas kapal.

3) Manajemen Keselamatan Pengoperasian kapal dan Pencegahan Pencemaran
dari kapal.Kapal-kapal harus dilengkapai dengan peralatan pencegahan

pencemaran.

12



4) Pemuatan

Pemuatan menyangkut stabilitas kapal baik dari tata susunan dan

penempatan barang muatan.
5) Status Hukum Kapal

Status hukum kapal yaitu : Kapal sebelum beroperasi harus diukur untuk
memperoleh ukuran kapal(Surat Ukur), kemudian setelah diukur kapal harus
di daftarkan sebagai kapal Indonesia (Tanda Pendaftaran) proses selanjutnya
adalah kapal diberikan tanda kebangsaan kapal (berupa Surat Laut, Pas
Tahunan dan Pas Kecil serta pas kapal pedalaman) sebagai bukti kapal boleh

mengibarkan bendera Indonesia.

C. Keselamatan Kapal
a. Pengertian Keselamatan Pelayaran

Kapal sebagai sarana angkutan laut dan tempat banyak orang menggantungkan
hidupnya, maka bahaya atas keselamatan yang selalu mengancam setiap saat
harus selalu diwaspadai. Pada prinsipnya cara apapun yang ditempuh, yang

terpenting adalah selamat dari pelabuhan tolak sampai ke pelabuhan tujuan.

Dalam buku panduan Basic Safety Training, pada Sekolah Tinggi Ilmu
Pelayaran (2008 : 24), dikatakan bahwa : Selamat secara relatif bebas dari
bahaya, cidera, kerusakan atau dari resiko bahaya. Sedangkan keselamatan

adalah istilah umum untuk menyatakan suatu tingkat :
1) Relatif bebas dari resiko-resiko.

2) Relatif bebas dari kerugian-kerugian.

3) Kemungkinan kerugian yang rendah.

Pelayaran yang menyangkut hidup orang banyak, maka pelayaran dikuasai oleh

negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa :
Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan,
kepelabuhanan, keamanan dan keselamatan pelayaran serta perlindungan

lingkungan maritim.

13



Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa keselamatan pelayaran
merupakan suatu usaha atau kegiatan di bidang pelayaran untuk menciptakan
angkutan diperairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman,
dan efisien dengan maksud melindungi jiwa, harta benda, lingkungan laut dan

kapal itu sendiri.

Pemenuhan atas persyaratan keselamatan kapal harus diperiksa oleh pejabat
pemeriksa keselamatan kapal. Pejabat pemeriksa keselamatan kapal adalah

pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang

keselamatan kapal. Sebagaimana tergambarkan melalui bagan alur di bawah ini:

1

Sumber : Tim Pusdiklat Perhubungan Laut, 2003
Gambar 2.1.
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pelayaran

Menurut Kepala Petugas kelaiklautan kapal Kantor Administrator Pelabuhan
Sampit sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat jenderal Perhubungan Laut

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan pelayaran sebagai berikut :
1) Melakukan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal .

2) Melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan.

3) Mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan baik dokumen maupun fisik kapal.

4) Pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal jika kapal akan berlayar.
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5) Pengarahan dan himbauan .kepada para keagenan kapal atau pengurus kapal.

Sebagaimana tergambarkan melalui bagan alur di bawabh ini:

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN
(TERMASUK UPAYAPENANGGULANGAN MUSIBAH! KECELAKAAN)

KESELAMATAN BERLAYAR
(TERMASUK FAKT OR DILUAR KAPAL BERSIFAT PENCEGAHAN MUSIBAHI KECELAKAAN)

KELAIKLAUTAN KAPAL
(SESUAIDENGAN DAERAH PELAYARANNYA)

KESELAMATAN KAPAL
(FAKTOR-FAKTOR DIDALAM KAPAL)

KEADAAN KAPAL YG MEMENUHIPERSYARA TAN MATERIAL,
KONSTRUKSI, BANGUNAN, PERMESINAN DAN KELISTRIKAN,
STABILITAS, TATA SUSUNANSERTA PERLENGKAPAN TERMASUK
RADIO & ELEKTRONIKA KAPAL, YG DIBUKTIKAN DENGAN SERTIFIKAT
SETELAHDILAKUKAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN

- PENGAWAKAN (KECUKUPAN DAN KUALIFIKASI)

- PEMUATAN

- MANAJEMEN KESELAMATAN PENGOPERASIAN KAPAL DAN  PENCEGAHAN
PENCEMARAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LAUT DARI KAPAL

- KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN AWAK KAPAL DAN PENUMPANG

- STATUS HUKUM KAPAL

+KENAVIGASIAN (PERAMBUAN/SBNP, TELKOMPEL/SROP, INFORMASI CUACA
+ALUR PELAYARAN, TATA CARA BERLALU LINTAS KAPAL

+PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

+SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR

+BANTUAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SEARCH AND RESCUE/SAR)
+KEAMANAN KAPAL (PERENCANAAN KEAMANAN DAN MITIGASI KEAMANAN)

Sumber : Tim Pusdiklat Perhubungan Laut, 2003

Gambar 2.2.

D. Hubungan pengawasan kelaiklautan kapal dengan keselamatan kapal

Pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal merupakan hal yang sangat penting
dalam menunjang keselamatan pelayaran. Dimana kapal-kapal sebelum beroperasi
atau di izinkan berlayar harus dalam kondisi laik laut. Kelaiklauatan kapal ini
mutlak, untuk dapat dikatakan laiklaut kapal harus memenuhi persyaratan
kelaiklautan kapal yang meliputi : Keselamatan kapal, pengawakan kapal,
pencegahan pencemaran, pemuatan dan status hukum kapal. Selaras dengan
pengertian di atas, maka pengawasan terhadap kapal-kapal mulai dari kapal
dibangun sampai ditutuh /scraping harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang
telah ditentukan. Metode penelitian Administrati dapat diartikan sebagai cara ilmiah
untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan

dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat dugunakan untuk
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memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang adminstratif
dan manajemen (Sugiyono,2003:3). Dalam penelitian ini digunakan variabel

Pengawasan Kelaik-lautan kapal dan variabel keselamatan kapal.

. International Maritime Organization ( IMO )

Dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB
dalam koperensinya pada tahun 1948 telah menyetujui untuk membentuk suatu
badan Internasional yang khusus menangani masalah-masalah kemaritiman. Badan
tersebut dibentuk pertama kali dengan nama Inter Govermental Maritime
Consuktative Organization ( IMCO ). Sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun
1958 organisasi tersebut baru diakui secara Internasional. Kemudian berubah nama

menjadi International Maritime Organization ( IMO ) sejak tanggal, 22 Mei 1982.

Konvensi-konvensi IMO paling penting yang sudah dikeluarkan adalah sebagai
berikut:

a. Safety Of Life At Sea (SOLAS)

Peraturan Safety Of Life At Sea (SOLAS) adalah peraturan yang mengatur
keselamatan maritim paling utama. Demikian untuk meningkatkan jaminan
keselamatan hidup dilaut dimulai sejak tahun 1914, karena saat itu mulai
dirasakan bertambah banyak kecelakaan kapal yang menelan banyak korban
jiwa dimana-mana. Pada tahap permulaan mulai dengan memfokuskan pada
peraturan kelengkapan navigasi, kekedapan dinding penyekat kapal serta
peralatan berkomunikasi,kemudian berkembang pada konstruksi dan peralatan

lainnya.

Modernisasi peraturan SOLAS sejak tahun 1960, mengganti Konvensi 1918
dengan SOLAS 1960 dimana sejak saat itu peraturan mengenai desain untuk

meningkatkan faktor keselamatan kapal mulai dimasukan seperti :
1) desain konstruksi kapal

2) permesinan dan instalasi listrik

3) pencegah kebakaran

4) alat-alat keselamatan
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5) alat komunikasi dan keselamatan navigasi

Usaha penyempurnaan peraturan tersebut dengan cara mengeluarkan peraturan
tambahan (amandement) hasil konvensi IMO, dilakukan berturut-turut tahun
1966,1967, 1971 dan 1973. Namun demikian usaha untuk memberlakukan
peraturan-peraturan tersebut secara Internasional kurang berjalan sesuai yang
diharapkan, karena hambatan prosedural yaitu diperlukannya persetujuan 2/3
dari jumlahNegara anggota untuk meratifikasi peratruran dimaksud, sulit dicapai

dalam waktu yang diharapkan.

Karena itu pada tahun 1974 dibuat konvensi baru SOLAS 1974 dengan
prosedurbaru, bahwa setiap amandement diberlakukan sesuai target waktu yang
sudah ditentukan, kecuali ada penolakan 1/3 dari jumlah Negara anggota atau

50 % dari pemilik tonnage yang ada di dunia.

Kecelakaan tanker terjadi secara beruntun pada tahun 1976 dan 1977, karena
ituatas prakarsa Presiden Amerika Serikat JIMMY CARTER, telah diadakan
konfrensikhusus yang menganjurkan aturan tambahan terhadap SOLAS 1974

supaya perlindungan terhadap Keselamatan Maritim kebih efektif.

. STCW

Pada 25 juni 2010, Organisation Maritime International (IMO) serta stakeholder
lainnya dalam dunia industri pelayaran dan pengawakan global secara resmi
meratifikasi apa yang disebut sebagai "Amendment Manila" terhadap konvensi
standard pelatihan untuk sertifikasi dan tugas jaga bagi pelaut (STCW) dan
aturan terkait, Amandemen tersebut bertujuan untuk membuat STCW selalu
mengikuti perkembangan jaman sejak pembuatan dan penerapan awalnya pada
tahun 1978, dan amandemen selanjutnya pada tahun 1995.

1) Mulai berlakunya

Amandemen Konvensi STCW akan diterapkan melalui prosedur penerimaan
dengan pemahaman yang telah disepakati yang mengisyaratkan bahwa
perubahan tersebut sudah harus diterima paling lambat 1 juli 2011 KECUALI
bila lebih dari 50% dari pada pihak terkait STCW menolak perubahan yang
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demikian. sebagai hasilnya Amandemen STCW ditetapkan mulai berlaku

pada tanggal 1 Januari 2012.
2) Tujuan Amandemen STCW 2010

Hal-hal berikut menguraikan perbaikan-perbaikan kunci yang yang diujudkan

melalui Amandemn baru yaitu:

Sertifikat kompetensi dan endorsement-nya hanya boleh dikeluarkan oleh
pemerintah - sehingga mengurangi kemungkinan pemalsuan sertifikat

kompetensi.

Pelaut yang telah melalui pemeriksaan kesehatan sesuai standar medis umum
untuk pelaut dari satu negara dapat berlaku dikapal yang berasal dari negara

lain tanpa menjalani pemeriksaan medis ulang.
a) Persaratan refalidasi sertifikat dirasionalisasi untuk kepentingan pelaut

Pengenalan metodologi pelatihan modrn seperti pembelajaran jarak jauh

dan pembelajaran berbasis Web

b) Jam istirahat pagi pelaut dikapal diselaraskan dengan Maritime Labor
Convention ILO/MLC (konvensi Buruh Maritim 1LO) 2016, dengan

maksud untuk mengurangi kelelahan.

¢) Memperkenalkan persyaratan-persyaratan tambahan untuk menghindari

alcohol dan penyalahgunaan zat terlarang

d) Kompetensi dan kurikulum baru harus terus diperbaharui mengikuti

perkembangan teknologi modern dan kebutuhan rill dilapangan

e) Pelatihan penygaran dibahas dengan layak dalam konvensi.

c. Marpol Convention

MARPOL (Marine Polution) adalah sebuah peraturan nternasional yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Setiap system dan
peralatan yang ada di kapal yang bersifat menunjang peraturan ini harus
mendapat sertifikasi dari klas.

Berikut ruang lingkup MARPOL, dimana setiap kapal harus dilengkapi berbagai

system yang sesuai dengan regulasi ini:
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1) ANNEX I. Pencemaran oleh minyak (2 Oktober 1983).

2) ANNEX II. Pencemaran oleh bahan cair beracun dIm bentuk curah (6 April
1987).

3) ANNEX Ill. Pencemaran oleh barang berbahaya dim bentuk terbungkus (1
Juli 1991).

4) ANNEX IV. Pencemaran dari kotoran manusia atau hewan (Sewage).
5) ANNEX V. Pencemaran oleh sampah (Garbage).

6) ANNEX VI. Pencemaran oleh Asap Cerobong kapal (Udara)

d. Syahbandar

Syahbandar adalah pegawai yang mengepalai urusan pelabuhan atau dapat
disebut sebagai kepala pelabuhan. Tugas pokok dari Kantor Syahbandar Utama
adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan

dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
Fungsi Syahbandar (Sesuai dengan PM. 34 Tahun 2012 Pasal 3):

a) Pelaksanaan- pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan,
keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan

Berlayar;

b) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan

alur pelayaran;

c) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan

salvage dan pekerjaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal,

d) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait
dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban
embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasillitas pelabuhan,

pengerukan dan reklamasi;

e) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/

SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan
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f)

9)

h)

pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan

perlindungan lingkungan maritim;
Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal;

Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait
dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang

keselamatan dan keamanan pelayaran; dan

Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan

hubungan masyarakat.

PM. Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan

Tinggi Berbendera Indonesia Pasal 1 :

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

a)

b)

f)

9)

Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang selanjutnya disebut Kapal adalah
kapal Penumpang yang mempunyai kecepatan maksimum dalam meter per

detik secara terus menerus sehingga mencapai titik tertentu.

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh
pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai

dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

Penumpang pada Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi yang selanjutnya
disebut Penumpang adalah setiap orang selain Awak Kapal dan 